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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal
16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal
23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Kcuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Mcnjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Necgara Republik Indoncesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penectapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Kcuangan Necgara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Pcnanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka  Mecnghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan



10;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Kcuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemecrintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana lelah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara
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13.

14,

15.

16.

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kecuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 05533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomorl87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



17.

18.

19,

20.

21,

R,

23.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Decwan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Slandar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 6385);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Dacrah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
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32.

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
L777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 fentang
Klasifikasi, Kodcfikasi, dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
[Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 {entang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Dacrah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);



33. Peraturan Dacrah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016

34.

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12);
Pcraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
DAN
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Barito Kuala.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah vang sclanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Penerimaan Dacrah adalah uang yang masuk kc kas Dacrah.



10.

11;

(1)

(2)

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Dacrah adalah semua hak Daerah vyang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan dilerima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah sclisih lebih realisasi penerimaan dan  pengeluaran

anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran
2023

APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp 1.448.546.124.516,00 (satu triliun empat ratus empat puluh
delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus dua
puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah), terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Dacrah Rpl.380.546.124.516,00

b. Belanja Dacrah Rp1.433.046.124.516,00
Defisit (Rp52.500.000.000,00)
¢. Pembiayaan Dacrah
1. Penerimaan Rp68.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp15.500.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp52.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00



Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan Rpl.380.546.124.516,00 (satu
triliun tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus empal puluh enam
juta scratus dua puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah)
yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli dacrah;
b. Pendapatan transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

(1) Pendapatan asli dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp75.903.293.776,00 (tujuh puluh
lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga
ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a.Pajak dacrah;
b.Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp26.240.000.000,00 (dua puluh enam
miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp4.996.485.365,00 (empat miliar
sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan
puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daecrah yang dipisahkan sebagai
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp8.420.800.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh juta
delapan ratus ribu rupiah).

(o) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.246.008.411,00
(tiga puluh enam miliar dua ratus cmpat puluh enam jula

delapan ribu empat ratus scbelas rupiah).



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp1.304,347.045.740,00 (satu triliun tiga
ratus empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat
puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri
atas:
a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transler antar daerah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat schagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf o direncanakan scbesar
Rp1.226.297.045.740,00 (satu triliun dua ratus dua puluh enam
miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima
ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.050.000.000,00

(tujuh puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf c direncanakan scbesar Rp295.785.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh
lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat; dan
¢. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp295.785.000,00 (dua ratus sembilan
puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
Lain-lain pendapatan scsuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)



Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan

secbesar Rpl1.433.046.124.516,00 (satu triliun empat ratus tiga

puluh tiga miliar empat puluh enam juta scratus dua puluh empat

ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi,

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

(2)

3)

(4)

(5)

huruf a direncanakan sebesar Rp968.902.689.968,00 (sembilan
ratus cnam puluh delapan milhar sembilan ratus dua juta enam
ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh
delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.Beclanja pegawai;

b.Belanja barang dan jasa,

c.Belanja bunga;

d.Belanja subsidi;

e.Belanja hibah; dan

{. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp641.049.786.316,00 (enam ratus empal
puluh satu miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan
puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp289.045.604.359,00 (dua ratus
delapan puluh sembilan miliar empat puluh lima juta cnam ratus
empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurul c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

direncanakan scbesar Rp34.933.760.000,00 (tiga puluh empat
miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh
ribu rupiah).

Belanja bantuan sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp3.873.539.293,00 (tiga miliar
delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh

sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp227.355.262.238,00 (dua ratus
dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus
enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang
terdiri atas:
a.Belanja modal tanah.
b.Belanja modal peralatan dan mesin.
¢.Belanja modal gedung dan bangunan.
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya;
f. Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp4.705.000.000,00 (empat miliar tujuh
ratus lima juta rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf b direncanakan scbesar Rp42.467.421.243,00
(empat puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta
empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus cmpat puluh tiga
rupiah).
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp86.808.820.958,00
(delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan juta delapan
ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi scbagaimana pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.175.461.502,00 (sembilan
puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus

cnam puluh satu ribu lima ratus dua rupiah).



(6) Belanja modal aset tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl e direncanakan sebesar Rp658.656.675,00 (enam
ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu
enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.539.901.860,00 (satu
miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus satu

ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf c¢ direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah), vang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp232.788.172.310,00 (dua ratus
tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh declapan juta
seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang
terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dircncanakan sebesar Rp3.123.648.536,00 (tiga miliar seratus
dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima
ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp229.664.523.774,00 (dua ratus
dua puluh sembilan miliar ecnam ratus enam puluh empat juta
lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat

rupiah).

Pasal 12
Anggaran pcmbiayaan daerah tahun anggaran 2023, yang terdiri
atas:
a. Pencrimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.



Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud

(2)

(3)

()

(6)

dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar

Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah) yvang

terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan,

c. Hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan,;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Pencairan dana cadangan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufl b direncanakan scbesar Rp0,00 (nol rupiah);

Hasil penjualan kekayaan dacrah yang scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan scbesar

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan pecrundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan secbagaimana dimaksud Pasal
12 huruf b direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas
miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b.Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d.Pemberian pinjaman daerah; dan



(2)

(6)

(1)

(2)

(1)

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar

lima ratus juta rupiah);

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan scbesar Rp0,00 (nol

rupiah);

Pemberian pinjaman dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan

miliar rupiah);

Pengcluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan kctentuan

peraturan perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Sclisih antara anggaran pendapatan dacrah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta
rupiah);

Pembiayaan nctto yang merupakan sclisih  penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus
juta rupiah).

Pasal 16
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan melaporkannya ke
DPRD, Pemerintah Daecrah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pcngcluaran melebihi
pagu vang ditctapkan dalam peraluran daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
2023 atau dicantumkan dalam CALK Laporan Recalisasi APBD



(2)

(3)

2023 bilamana perubahan Peraturan Bupati dilaksanakan

setelah Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan/atau

tidak dilaksanakannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau
kejadian luar biasa;

b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik;

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pclayanan dasar masyarakat
yvang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran dacrah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kcrugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Kuala ini, terdiri dari:

1.

2,

3.

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Dacrah dan Organisasi,

Lampiran [I[I  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kcgiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan,;



4. Lampiran [V  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI  Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

9. Lampiran IX  Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Dacrah,;

10. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan
Program Prioritas Dacrah;

11. Lampiran XI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

12. Lampiran XII Daftar Piutang Dacrah;

13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Dacrah dan Investasi
Daerah Lainnya;

14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan pengu-
rangan Asct Tetap Dacrah dan Aset Lain-lain;

15. Lampiran XV  Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years);

16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan

17. Lampiran XVI [ Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 18
(1) Bupati menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

sebagai landasan opcrasional pelaksanaan APBD;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marabahan,
. af,—Pt;da tanggal 27 Desember 2022

#

f'j-’ ﬂ)

f%’ﬁﬁgﬂgjanggal 27 Desember 2022
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Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala
Nomor 10 Tahun 2022
Tanggal 27 Desember 2022

KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKAS| MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.903.293.776
4.1.01 Pajak Daerah 26.240.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 4.996.485.365
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.420.800.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 36.246.008.411
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.304.347.045.740
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.226.297.045.740
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 78.050.000.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 295.785.000
4301 Pendapatan Hibah 295.785.000
Jumlah Pendapatan 1.380.546.124.516
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 968.902.689.968
5.1.01 Belanja Pegawai 641.049.756.316
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.045.604.359
51.05 Belanja Hibah 34.933.760.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.873.539.293
5.2 BELANJA MODAL 227.355.262.238
5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.705.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.467.421.243
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan £6.808.820.958
5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.175.461.502
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 658.656.675
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.539.901.860
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.,000.000.000
54 BELANJA TRANSFER 232.788.172.310
54.01 Belanja Bagi Hasil 3.123.648.536
54.02 Belanja Bantuan Keuangan 229.664.523.774
Jumlah Belanja 1.433.046.124.516
Total Surplus/{Defisit) {52.500.000.000)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 68.000.000.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 60.000.000.000
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 68.000.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.500.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.500.000.000
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah £.000.000.000




Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupatan Barito
Kuala
Nomor  : 10 Tahun 2022
Tanggal : 27 Desember 2022
KABUPATEN BARITO KUALA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKAS| MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumiah
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 15.500.000.000
Pembiayaan Netto 52,500.000.000
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

upati Barito Kuala
W




Untuk mendownload Perda no.10 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 [Full]

dapat buka tautan dibawah ini

https://s.id/perdaapbd2023batola
atau
https://drive.google.com/file/d/14_I161lHOqanLmb71z-121gLb3zxWhW44U/view?usp=sharing
atau

https://drive.google.com/file/d/18CHAFAyW9gULMAXjDf5jLOulzBipwExR/view



